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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022;

1.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomuoi 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

8. Undang-Undang...
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8.

10.

11

13.

14,

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tzhun 2000

.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pcr‘undang-Unda_ngan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16);

tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
nomor 74 Tazhun 2012 tentang Petubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inde 2zia Nomor 4575);

Peratiran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

15.Peraturan...
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15.

106.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

29

Peracuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Taca Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan
Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah  di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107):

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057 )

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita
negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah T
Anggaran Pendapatan Dai Belanja Daerah,
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Kancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daeyah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

entang

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pedoiman  Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926),;

25. Peraturan...
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan atag Peraturan Daerah Kabupaten Karg
Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2021 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.

2. Bupatiadalah Bupati Karo.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

S.  Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

8 Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik
maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber
dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah pcnghasi!
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

12, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dcn_gan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

~1

13. Dana...
|
|
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13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutn

14, Belanje} Daerah adalah Semua kewajib

sih dalam period
berkenaan, P AT AL
15. Sis'a' Lebi}} Perh'itun.gan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLpaA adalah
se11§1h lebih realisasj pencrimaan dan pengeluaran anggaran sclama 1 (satu)
periode anggaran.
16. Peraturan Kepala D

ra aerah yang selanjutnya disebyt Perkada adalah Peraturan

Bupati Karo.

17. Pemerintah Daerah adalah bupati seba
daerah yang memimpin pelaksanaan
kewenangan daerah otonom,

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran

selanjutnya disingkat DPA SKPD acla_laﬁ
dan pelanja SKPD atau dokumen yang

gai unsur penyelenggara pemerintahan
urusan pemerintahan yang menjadi

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistemn

atau unit satuan kerja
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp.1.334.392.398.856,00 yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakst_x;l dalam Pasal 3 huruf a
' direncanakan schesar Rp 124.925.158.224,00 yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah; o .
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang ;ijlplsahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; .
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 61.575.864.374,00; )
(3) Rgtribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 19.719.293.850,00; o ) dimaksud
[4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah gang gxpglsoaglokggosggggc%{nana
el v i akan sebesar A . . ) ’
pada ayat (1) huruf ¢ direncan ) Lain-lain...
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(5) Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

huruf d direncanakan sebesar Rp 40.630.000.000,00

Pasal 35

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

direncanakan sebesar Rp. 61.575.864.374,00, yang terdiri atas:
Pajak Hotel,;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Mineral Logam dan Batuan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesazan dan Perkotaan; dan

S

CEIM O Ao

J. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.7.600.320.000,00;

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 7.272.750.000,00;

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp. 4.723.056.625,00;

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 973.777.500,00;

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp. 22.41 1.168.000,00;

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp.375.000.000,00;

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp. 4.800.000.000,00:

Pajak Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 1.656.864.000,00;

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.588.414.740,00; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.174.513.509,00.

Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp 19.719.293.850,00, yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha;

¢. Retribusi Perizinan Tertentu;

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 11.448.936.000,00;

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. 6.901.457.850,00;

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 1.368.900.000,00.

Pasal 7...
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(1)

(2)
(3)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

Cads=al o«

Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah sebagaimana dinm‘kfmd p«ldn Pasal <
ayat (5) direncanakan sebesar Rp 40.030.000.,000,00 yang terdiri dari

a. Jasa Giro:

b. Pendapatan Bunga

c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan P
d. Pendapatan dari Pengembalian;

e. Pendapatan BLUD: dan
; Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Rergulie,
Jasa Giro sebagaime=® cimaksud pada Pasal | huruf a dire
Rp.5.000.000.000.00; .-

Pendapatan Bunga scbagaimana dimaksud pada P
sebesar Rp.2.800.000.000,00:
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pe
dimaksud pada Pasal 1 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 7.200.000.000,00;
Pendapatan dari Pengembalian secbagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d
direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00;
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e direnc
sebesar Rp. 25.000.000.000,00;
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 huruf f direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00.

ckerjaan;

—_

ncanakan sebesar
asal 1 huruf b direncanakan

kerjaan sebagaimana

anakan

Pasal 8

| Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp 1.130.049.587.632,00 yang terdiri dari :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

huruf a sebesar Rp 1.097.880.954.000,00;
Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b

sebesar Rp. 32.168.633.632,00.
Pasal @

Pendapatan Transfer Fconerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8
ayat (2) sebesar Rp 1.177.880.954.000,00 yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangen;

b. Dana Insentif Dacrah; dan

c. Dana Desa.
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar

Rp.900.844.684.000,00;

Dana Insentif Daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp.8.781.788.000,00

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ scbesar
Rp.188.254.482.000,00;

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 79.417.653.000,00 yang terdiri dari :

a. Lain-lain Pendapatan; dan
b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
(2) Lain-lain...
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(2) Lain-lain Pendapatan schagaiman

(3)

Anggaran Belanja  Daerah Tahun A
Rp. 1.344.362.554.662,00 yang terdiri atas

£

20 o

(1)

(1)

(2)
(3)

(4)

(6)
(7)

(8)

a di
Rp.66.051.620.000,00: ‘malsud pada ayat |
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Ke i
A ' § sehatan N ili
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimang di;ﬁ:i?:uaé %S) pada Fasilitas
sebesar Rp. 13.366.033.000,00 paca ayat (1) huruf b

1) huruf g sebesar

Pasal 11

nggaran 2022 direncanakan

sebesar
Belanja operasi;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 12

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam P
direncanakan sebesar Rp 944, 102.942.955,00 yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;

C. Belanja hibah; dan

d. Belanja bantuan sosial,
Belanja pegawai sebagaimana d
sebesar Rp. 591.774.818.553,00;
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 273.376.351.526,00;.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. 72. 140.842.876,00;

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 6.810.930.000,00,

asal 11 huruf a

imaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

Pasal 13

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

direncanakan sebesar Rp 591.774.818.553,00 yang terdiri atas:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

. Belanja Pegawai BLUD. ‘

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 379.431.465.117,00; ‘

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b direncanakan sebesar Rp 93.009.236.834,09; o _

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar

Rp.92.691.168.848,00;

Bglznja Gaji dan Tunjangan DPRD s%%%gii:%aélg dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp Rp 14.306.390.450,00; '

Bcfanj?anaji dan 'I‘unjarrl)gag KDH/WKGD}; ;gg%ggima.na dimaksud pada ayat (1)
irencanakan sebesar Rp 485.677.304,00; ) . .

gt:llrel:rgg dlég;zrécr?r?l;an Lainnya P?mpinan DPRD serta hDH/Wl\lgl-(i) Osoct())e(l)galmana

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 600.8? t' (1), ﬁuruf o

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada aya

direncanakan sebesar Rp 11.250.000.000,00.

©®oSOA0oE

Pasal 14...
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(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 14

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp 273.376.351.526,00 yang terdiri dari : '
Belanja Barang;
Belanja Jasa;
Belanja Pemeliharaan;
Belana Perjalanan Dinas;
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
Lain/ Masyarakat; dan

f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
scbesar Rp. 59.567.721.670,00;
Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direnc
Rp. 115.473.958.004,00;
Belanja  Pemeliharaan sebagaimana  dimaks.
direncanakan sebesar Rp 35.893.363.002,00;
Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
direncanakan sebesar Rp 50.624.889.399,00;

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

O
Lain/Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp 1.196.365.975,00;

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaiman
direncanakan sebesar Rp 10.620.053.476,00.

RO

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

anakan sebesar
id  pada ayat (1) huruf ¢

pada ayat (i) huruf d

a dimaksud pada ayat (1) huruf f

Pasal 15

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
sebesar Rp. 72.140.842.876,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembag

Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Dana BOS;

¢. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp. 5. 130.300.000,00;
Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 66.051.620.000,00; .
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik scbagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 958.922.876,00:

ayat (4) direncanakan

a, Organisasi Kemasyarakatan vang

Pasal 16

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud -p_ada. Pasal 12 ayat (5)
direncanakan sebesar Rp 6.810.930.000,00 yang terdiri dari :

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;

€. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok quyarukat: ' "
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (
huruf a direncanakan sebesar Rp l.SO0.000.000,QO; ’ o
Belanja Bantuan Sosial kepada Kel?ﬁggsgeggg%gmna dimaksud pada avat (

i anakan sebesar Rp 1. . . ,00; ‘ .

gl;{:ng: (g;;r:fx?:lﬂ;giul k(‘padap Kelompok Masyarakat scbag;gfnamn dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 4.139.280.000,00; ol 17,
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(1) Anggaran

(1)

(10)

Pasal 17

belanja modal sebagaimang di 1
direncanakan sebesar Rp 118.961.333. 0 e Jalam el

. 600,00 v terdiri i:
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; i e

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

¢. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; '
Belanja Modal Peralatan dan M

: esin sebagaimana q; aksud i
direncanakan sebesar Rp 22.398.722.6’?2g,00; Rl XL (

Belan:ia Modal Gedung dan Bangunan sebagaiman
huruf b direncanakan sebesar Rp 14.997.787.500,00;

Belanja Modal . alan Jaringan, dan Irigasi seb aimana di

' ' ) ak 7
huruf‘c dxrencanakmx s2Desar Rp 80.138.779.4ellg1,00; St ]
Bglanja Modal Asect T2tap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp 1.426.044.017,00.

huruf p

a dimaksud pada ayat (1)

Anggaran Belanja Mod

Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 22.398.722 67
4. Belanja Modal Alat Besar;

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Pertanian;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
Belanja Modal Alat Laboratorium;

Belanja Modal Komputer;

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi:

. Belanja Modal Rambu-Rambu;

Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 6.847.000,00;

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.275.852.860,00;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 920.000.000.00;

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp Rp 1.472.374.270.00;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.599.814.904,00; . .
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud
pada h)'at (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 653.46?.800.00_; )
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan.sebfgaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.415.00% -367,00; ) otk
Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada avat (1) huru
direncanakan sebesar R 21.090.180,00; _
Boltax:ia Modal Komptﬁer sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp 6.849.019.691,00;

eRYrAFT rpRAMmY A0

(11 Belanja...
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(11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direnca_nakan sebesar Rp _80.000.000,00;

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp 21.477.600,00; .

(13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 direncanakan sebesar Rp 2.663.500.000,00;

(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp 40.271.000,00;
(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00;
(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o direncanakan sebesar Rp 1.290.000.000,00;

Pasal 19

(1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (3) direncanakan sebesar Rp 14.997.787.500,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan scbesar Rp 12.509.787.500,00;
(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 888.000.000;
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 1.600.000.000,00.

Pasal 20

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 80.138.779.411,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;
c. Belanja Modal Instalasi; dan
d. Belanja Modal Jaringan.
(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 66.890.698.746,00;
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimena dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 12.956.080.665,00;
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00;
(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 192.000.000,00.

Pasal 21

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(5) direncanakan sebesar Rp 1.426.044.017,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Mcdal Baban Perpustakaan;
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
c. Belanja Modal Asei Tidak Berwujud; dan
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 491.700.000,00;
(3) Belanja...
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(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kcscnian/Kebuday
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.235.207,00:

(1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud
direncanakan schesar Rp 198.000.000,00 pada ayat (1) huruf ¢

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Sebagaimana dimaksud pad
huruf d direncanakan scbesar Rp 560.108.810,(%0. Sepda At

’

Pasal 22

Angearan belanfa tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp ]3.3()4.768.035,00;

Pasal 23

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d

direncanakan sebesar Rp 267.933.510.072,00 yang terdiri dari :
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan;
(2) Belanja Bagi Hasil secbagaimana dimaks
sebesar Rp., 8.'.279.028.072,00;
(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 259.654.482.000,00;

ud pada ayat (1) huruf a direncanakan

Pasal 24

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan

sebesar Rp. 10.970.155.806,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya.

Pasal 25

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp. 1.000.000.02%,20 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

l.  Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;
Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

0. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

belanja bagi hasil;

9}

7. Lampiran...
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Levivpean VI [ i Pitenin Otnnarmi

Pemenmitnhonn Daeral,, (ry
Kepintin,  Kelompok,  Jenis, Objek,
Pendapaton, Belonijou dar Vermbiayazn,
Rincinn  DHH-BDA Pertambangsn
Pertnmbangan Oas Alam/ Tambahan
Buami Menurat Urisan

N Lampican VI

Y. Lampiran IX Rincian - Dann

Tambahan
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Pendapatan, Belanja dan Pembizyazn:

100 Lampiran X

Perbatasan Negara;

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD
lanjut dalam DPA-SKPD sesuai

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

V},._ P
PR R )

4 2 r
mnsasl, Program,

Pemerintzhzn
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis ©
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanjz dan
Infrastuktur

Pemerintahan Daecrah, Organisasi, Program, K=

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
pada Daecrah Perbatasan Dalam Perdz
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan
dengan ketentuan perundang-undangan.
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pengundangan Peraturan Bupat ini

Diundangkan di Kabanjzhe

pada tan i&nuar’i 2022

SEKR FSAE

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 202
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